PUSAT KEUANGAN POLRI
BIDANG PEMBIAYAAN

NOTA DINAS
Nomor: B/ND- 254 /IX/2022/Bia
Kepada : Yth. Kapuskeu Polri
Dari : Kabid Bia
Perihal :Tindak lanjut hasil survey peningkatan

pelayanan publik Satker Puskeu Polri.

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

e. Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/9/I/REN.2.3./2022
tanggal 3 Januari 2022 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A.
2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami sampaikan kepada Ka tindak lanjut
hasil survey peningkatan pelayanan publik Satker Puskeu Polri agar memberikan
pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan mempedomani prinsip-
prinsip pelayanan sesuai dengan Keputusan MENPAN No. 81/1993 tentang Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Umum, sebagai berikut.

a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu
ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-
belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan.

b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal
prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun
administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara
pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat
memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
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. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan,
unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,
rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal- hal
yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan,
kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh
lapisan masyarakat.

. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat
diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IT dan melakukan inovasi secara terus
menerus

Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 2 September 2022
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